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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya
dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan beberapa
macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan
perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan a.tau jasa melintasi batas-batas
wilayah suatu Negara, sehingga barang dE;ll atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik
produksi dalam neger maupun luar negen. |

Realitas menunjukkan peranan korporasi (badan usaha/perusahaan) sebagai
pelaku pembangunan makm nyata dalam: kehidupan masyarakat. Peranan itu dapat
dilihat antara lain dari kehadiran dan kemampuan korporasi dalam mendorong laju
pertumbuhan pembangunan nasional guna mencapai suatu masyarakat yang makmur,
sejahtera dan berkeadilan.

Dalam hal ini kita lihat industni yang bergerak diberbagai bidang sepert
pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan,

konstruksi, transporatasi, hiburan, dan masih banyak lagi. Disamping itu korporasi




o

Juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang. Bahkan hingga tahun 1992 jumlah
tenaga kerja yang bekerja dalam didalam industri di Indonesia mencapai sekitar 2,6
juta orang. Belum lagi sumbangan yang dihasilkan baik berupa pajak maupun
devisa.'

Dengan peranan yang dimilikinya itu, ditambah dengan kemudahan fasilitas
yang diberikan oleh pemerintah, korporasi kemudian berkembang dari han kehan
secara signifikan dengan cepat dan mengagumkan.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai menfaat bagi konsumen
karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan terpenuhi
serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih arit;ka jenis dan kualitas barang
dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisti lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan pelaku
usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang
lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang
sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta
penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Namun, walaupun demikian dalam pelaksanaan peranannya itu, terkadang
aktivitas korporasi ternyata tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan
masyarakat. Dibanyak tempat bahkan banyak negara, kehadiran dan aktivitas

korporasi telah pula menimbulkan problematika sosial yang baru. Problematika sosial

‘ ' Ruben Achmad, pentanggugngjawaban korporasi dalam Hukum Pidana, Makalah Seminar
Rutin Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI, 8 maret 1999, him 1



ini timbul sebagai akses dari profit orientid dan sifat ekspansif yang melekat pada
tujuan dan karakter korporasi.

Korporasi-korporasi yang dalam operasi niaga raksasanya, sadar atau tidak,
telah melakukan atau terlibat aneka kejahatan yang berdampak luas dan dapat
mengancam keselamatan bangsa.2

Beberapa bentuk kejahatan korporasi yang timbul sehubungan penlaku
korporasi itu ialah sebagaimana dapat dipahami melalui contoh yang dikemukakan
oleh Joseph F. Sheley (1987:108) dalam tulisannya yang berjudul Exploring Crime
yakni:®

a. Defrauding stockholder, misalnya tidak melaporkan sebenarmya keuntungan
perusahaan;

b. Defrauding the public, contohnya persekongkolan dalam penentuan harga
(fixing prices), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan
(misrepresentation product);

c. Defrauding the goverment, contohnya menghindan atau memperkecil
pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data
yang sesungguhnya;

d. Endangering the public welfare, seperti kegiatan produksi yang
menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara;

e. Endangering employee, seperti idak memperdulikan keselamatan kerja para
karyawan,;

f. Illegal intervention in the political process, seperti memberikan sumbangan
kampenye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang
(making unlawful campaign contribution)

2 Soedjono Dirdjosisworo, Anatomi kejohatan korporasi di Indonesia (1989) dalam Hamzah
Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonasia, PT RajaGrasindo
Persada, Jakarta, 1996, him 10

* Ibid, him 42



Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsmen
yang menjadi korban dalam mengkonsumsi barang atau dirugikan dalam penggunaan
jasa, dapat menuntut dan menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak
tersebut disini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang
eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk (yang dalam hal ini produsen
yang berbentuk badan hukum/l<orpora§i), bergantung dari siapa yang melakukan atau
tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan
kematian pada konsumen. .

Ketidakberdayaan hukum dalam mengimbangi kemajuan pembangunan
dibidang ekonomi menempatkan konsumen korban tindak pidana korporasi/kejahatan
korporast (corporate crime) pada ketidakadilan. Terdapat hubungan erat antara
dimensi social budaya, ekonomi dan hukum dan industnalisasi dan perkembangan
ekonomi, meskipun tidak mudah mengﬁkur secara tepat hubungan ini. Lemahnya
instrumen-instrumen perundang-undangan yang melindungi konsumen dinegara-
negara berkembang dimanfaatkan korporasi-korporasi  transnasional  untuk
mempromosikan produk-produk yang di negara asalnya dinyatakan tidak aman dan
dibawah standar.’ Situasi dan kondisi pacia pihak korban pun juga dapat merangsang
pthak pelaku untuk melakukan kejahatan. Ketidaktahuan korban terhadap apa yang
menimpanya semakin menambah daftar panjang angka gelap kejahatan (dark

numbers).

! Pieter Kuin, Perusahaan-perusahaan Transnasional, hal 282, dalam Thesis Godang Riadi,
Perlinlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi dalam Aktivitas Ekonomi, Jakarta, 2004,
him 6.




Diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (UUPK) melahirkan perspektif baru hokum
pidana menyangkut perumusan-perumusan tindak pidana korporasi didalamnya. Dari
sebagian sisi pelaku usaha, ada kesan kriminalisasi yang diketengahkan undang-
undang ini overdosis seolah-olah instrumen-instrumen hukum lainnya sudah mandul.
Sebaliknya dari sisi korban (konsumen), dipertanyakan apakah kriminalisasi yang
dilakukan UUPK dapat menjadikan sarana perlindungan konsumen dan kejahatan
korporasi, atau justru malah menimbulkan masalah-masalah (hukum. baru yang akan
menjauhkan konsumen dari keadilan.

Mengingat betapa seriusnya kerugian-kerugian fisik dan non fisik yang
dialami konsumen korban tindak pidana korporasi (corporate crime), dan segi
kebijakan kriminal Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen (UUPK) telah mengedepankan 3 dimensi baru dalam hukum pidana, yaitu
(1) fungsionalisasi hukum pidana mengedepankan hui{um pidana sebagai primwum
remedium, (2) Bila semula pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan
(pelanggaran ringan atau kejahatan ringan), UUPK tak melihat kemungkinan
penjatuhan sanksi pidana denda ini sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan
(UUPK tidak membedakan antara kejahz;tan dengan pelanggaran, mengikuti konsep
yang dianut Tim Pembentuk/Perumus RUU KUHP Nasional 1999-2000) (3) Pidana
pembayaran ganti rugi telah mendapatkan tempat dalam sistem pidana di Indonesia,

dalam hal ini UUPK, hampir bersamaan dengan dimasukkannya pidana pembayaran



ganti kerugian dalam RUU KUHP Nasional 1999—2060. Meskipun melalu UUPK
telah diupayakan memperbaiki posisi tawar korban dalam sistem peradilan pidana,
diperkirakan masih ada kesulitan-kesulitan teoritis dan praktis eksekusi pengadilan.

Penelitian Edwin H. Sutherland yang menggunakan catatan-catatan jawatan-
jawatan pengaturan (regulatory agencies): pengadilan-pengadilan, dan komisi-komisi,
menemukan bahwa 70 korporasi industri dan perdagangan yang ditelitinya, masing-
masing setidaknya melakukan satu pelanggaran hukum dan membuat kebijakan -
kebijakan yang melanggar hukum, seperti: periklanan yang menyesatkan (false
advertising), penyalahgunaan paten (patent abuse), pelanggaran persaingan dagan
(zvartinu trade wiolation), penetapan harga (price fixing), penipuan (fraud), dan
penjualan barang-barang cacat (sale of faulty goods). Selain itu ada lebih dan 800
jenis kejahatan konsumen lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Disatu
sisi peranan korporasi menggerakkan roda perekonomian di sebuah negara, bahkan
melintasi  batas-batas negara, sedang pada sisi lainnya disadari atau tidak,
menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakadilan bag.i masyarakat, namun pada
kenyataannya hampir tidak dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha,
baik yang bersifat individual maupun kolektif dalam bentuk kejahatan korporasi

(corporate crime) jelas merupakan “tindak pidana ekonomi” untuk mengganti istilah



“kejahatan kerah putih” yang sering berkonotasi politik (political overtones)
sebagaimana dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland® pada tahun 1939.

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan “tanpa kekerasan™
(nonviolent) disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misprecentation)
penyembunyian kenyataan (concealment of fact), manipulasi, pelanggaran
kepercayaan (breach of trust), akal akalan subterfuge atau pengelakan terhadap
peraturan (illegal circumvention).® Dibalik itu semua, apa yang terjadi sebenamnya
merupakan praktek bisnis yang tidak jujur. Dalam hal perlindungan konsumen,
sebenarnya istilah “non violence” terlalu kabur, kalau tidak disebut menyesatkan,
mengingat dalam prakteknya konsumen seringkali terancam jiwa dan badannya
karena produk-produk tertentu yang tidak dijamin segi keamanannya. Oleh sebab itu
suatu perlindungan hukum total yang memberikan kepaSﬁm hukum dan jaminan bagi
konsumen dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa akan menimbulkan rasa aman
dan menghilangkan ketakutan yang selama ini timbul yang diakibatkan kurangnya
informasi dan kepercayaan dari konsumen.

Beranjak dari pemaparan diatas timbul suatu pertanyaan apakah didalam
peraturan hukum pidana di Indonesia korborasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum
pidana? Terus apabila korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana bagaimana
pertanggungjawaban korporasi dalam hubungan dengan konsumen apabila korporasi

melakukan kejahatan atau tindak pidana?.

: Edwin H. Sutherland, The white collar Criminal Crime, 1939
Komnas Ham, Laporan lokakarya tchadap konsumen, Jakarta 2002, hlm 25




Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, JM. Van

Bemmelen (1987:235) mengatakan “bahwa cukup banyak yang tidak menyetuji

rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana.. alas an-

alasan yang dikemukakan berkisar pada hal-hal sebagai berikut”:’

1

2.

Kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah

Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidananya, beberapa macam
delik hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah

Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaann tidak dapat dikenakan
terhadap korporasi.

Tuntutan dan pemidanaan korporasi dapat merugikan orang-orang yang

tidak bersalah.

. Dalam praktek akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau

korporasi yang dituntut dan dipidana, atau kedua-duanya harus dituntut

dan dipidana.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih

mendalam mengenai permasalahan yang ada, dengan menuangkannya kedalam suatu

skripsi yang berjudul “KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA

PERLINDUNGAN KONSUMEN™

7 Van Bemmelem dalam Hamzah Hatrik ibid, him 32



B. Perumusan Masalah
Pembahasan dalam skripsi im | akan dibatasi pada permasalahan yang dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Perbuatan Korporasi Terhadap Konsumen
Yang Dapat Dipidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana

perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan adalah sebagai benkut :
a. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan korporasi terhadap
konsumen yang dapat dipidana.
b. Untuk mengetahui pertanggﬁngjawéban pidana korporasi dalam tindak

pidana perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penulisan
1. Secara teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk ~ memberikan
sumbangan pengetahuan serta digunakan sebagai sumber informasi

penelitian, pengembangan lebih lanjut dalam pengajaran  hukum

khususnya dibidang perlindungan konsumen.
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2. Secara praktis
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada
pemerintah, dunia industri, aparat penegak hukum serta pihak lainnya
yang terlibat dengan masalah perlindungan konsu.nen, khususnya
yang berkaitan dengan kebijakan dan pengaturan dibidang perundang-
undangan, agar dapat meletakkan dengan tepat proses penegakan
hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Lebih
lanjut kegunaan ini membenkan masukan agar dapat ditegakkannya

hukum secara tepat terhadap pelanggar perlindungan konsumen.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini digunakan metode yang bersifat normative karena penelitian
ini merupakan penelitian hukum normative.

2. Tipe Penelitian
Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan dikaji digunakan tipe penelitian
eksplanatoris. Hal ini dikarenakan Penulis sendiri masith mencan jawaban
mengenai permasalahan yang ada. Dengan kata lain tujuan menggunakan tipe

eksplanatons Penulis akan dapat merumuskan masalah secara terperinci.
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3. Metode Pengumpulan data
Data pokok dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder
tersebut didapat dengan menelusuri bahan-bahan hokum secara teliti terhadap
peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang relevan dengan
penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dar hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan
pengolahan data yang meliputi editing, koding, dan kategor. Setelah pengolahan
data selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengambil

suatu kesimpulan.
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